WALIKOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALLKOTA KUPANG
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUEKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KUPANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penvederhanaan

Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk

Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraiuran

Walikota tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan [fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan

Perpustakan Kota Kupang;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 1T Kupang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nemor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573); '



3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomar
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi DBirokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penvederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nemor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang
Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019
Nemor 06, Tambahan Lembaran Daerah Koila Kupang
Nomor 283);



MEMUTUSEKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANGKEDUDUEKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KUPANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.

3. Walikota adalah Walikota Kupang.

4. Sekretariat Daerah, selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah
Kota Kupang.

5. Sekretaris Daerah, selanjutnya disesbut Sekda adalah Sekretaris Daerah
Kota Kupang.

6. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang selanjutnyva disebut Dinas
adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kupang.

7. Jabatan Administrasi adalah sckelompok jabatan yang berisi lungsi dan
tungas berkaitan denpan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan vang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional vang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN vang menduduki Jabatan
Fungsional pada Instansi Pemerintah.

10. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional jenjang ahli muda yang
ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas vang diamanatkan, baik
yvang merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas
jabatan administrator di lingkup unit kerja.

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah vang selanjutnya disebut UPTD adalah
Unsur Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Kupang,
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(1)

(2]

(3)

(4]

(1)

BAB II
KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2
Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah. _
Dinas sebagaimana dimaksud pada avat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas
yvang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.
Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu
Walikota melaksanakan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dibidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan serta
Tugas Pembantuan.
Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan daerah di bidang Kearsipan dan bidang

Perpustakaan;

b. pelaksanaan kebijakan dacrah di bidang Kearsipan dan bidang

Perpustakaan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di hidang Kearsipan dan

bidang Perpustakaan;

d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang Kearsipan dan

bidang Perpustakaan: dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan

tugas dan fungsinyva.

Pasal 3
Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (1) merupakan Dinas
Tipe A dengan susunan organisasi terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

=3

Sekretariat, dengan 1 (satu) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan:

Bidang Pengelolaan Arsip;

Bidaﬁg Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Perpustakaan;
Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

UPTD.
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(2)

(3)

(4]

(5)

(1)

(2]

(1)

(2)

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayar (1) huruf b, dipimpin oleh
sekretaris yang berada dibawah dan berlanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang vang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian vang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB [l
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan

tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh

unit organisasi di ingkunganDinas.

Untuk melaksanakan tugas sebaganimana dimaksud pada avat (1),

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di hngkungan Dinas;

b. penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Dinas vang
meliputi penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga,
ketatalaksanaan, kepegawaian, kepustakaan, keuangan, kerjasama,
hukum, organisasi, hubungan masvarakat dan keprotokolan,
kearsipan dan dokumentasi; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas;

e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan cleh atasan.

Pasal 5
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan
tugas sekretariat linpkup administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1], Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian

Dinas;
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(1)

(2)

(1)

(2)

b. melakukan penyiapan  bahan dan  pelaksanaan urusan,
ketatalaksanaan, kepustakaan, tata persuralan, kearsipan dan
dokumentasi lingkup Dinas;

¢. melakukan penviapan bahan dan pelaksanaan urusan hubungan
masvarakat dan keprotokolan lingkup Dinas;

d. melakukan penyiapan bahan dan p-c]aksanaa_n penataan organisasi
serta peraturan perundang-undangan lingkup Dinas; dan

e. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan mempunyai tugas

merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan

pembinaan dan pengawasan kearsipan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan mempunya fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan
pengawasan kearsipan;

b. penyusunan kebijakan tekhnis penyelenggaraan kearsipan;

c. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan dan peningkatan kapasitas
sumber daya manusia kearsipan;

d. pemberiaan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan
kearsipan:

¢. pelaksanaan sosialisasi kearsipan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan kearsipan;

f. perencanaan program pengawasan kearsipan, audit, penilaian dan
monitoring hasil pengawasan kearsipan;

g. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 7

Bidang Pengelolaan Arsip mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan
pengelolaan arsip dinamis, arsip stalis, layanan dan pemanfaatan arsip,
Untuk melaksanakan tugas sebagaimena dimaksud pada ayat(l),
Bidang Pengelolaan Arsip mempunyai fungsi :

a. penylapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan arsip

dinamis danstatis, teknis layanan dan pemanfaatan EISELP,
b. pelaksanaan alih media dan reproduksi arsip dinamis;
¢. pelaksanaan usulan pemusnahan arsip, akuisisi arsip, bengolahan
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(1)

(2)

dan preservasi arsip;
d. pelaksanaan layanan informasi arsip dan pemanfaatan arsip statis;
dan

e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan.

Pasal B

Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Perpustakaan mempunyai

tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan

bidang pengolahan, layanan dan pelestarian perpustakaan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1),

Bidang Pembinaan Pengeolahan, Layanan dan Pelestarian Perpustakaan

mempunyai fungsi :

a. pelaksanasn pengembangan koleksi dan pengolahan bahan
perpustakaan meliputi penyusunan kebijakan pengembangan
koleksi, seleksi, pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi,
pengembangan koleksi daerah (local content], pelaksanaan kajian
kebutuhan pemustaka, deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan
tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan perpustakaan, verifikasi,
validasi dan pemasukan data ke pangkalan data;

b. pelaksanaan lavanan, otomasi, dan kerjasama perpustakaan meliputi
layanan sirkulasi, rujukan, literasi informasi, bimbingan pemustaka,
dan layanan ekstensi (perpustakaan keliling, pojok baca, mobil pintar
dan sejenisnya), promosi layanan, pelaksanaan kajian kepuasan
pemustaka, pengembangan teknologi, informas dan komunikasi
perpustakaan, pengelolaan website dan jaringan perpustakaan serta
pelaksanaan kerja sama antar perpustakaan dan membangun
jejaring perpustakaan;

c. pelaksanaan pelestarian bahan perpustakaan meliputi konservasi
melakukan pelestarian fisik bahan peprustakaan termasuk naskah
kuno melalui perawatan, restorasi. dan penjilidan serta membuat
sarana penyimpanan bahan perpustakaan dan alih media,
melakukan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan
termasuk naskah kuno melalui alih media, pemeliharaan serta
penyvimpanan master informasi digital; dan

d. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan.



(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 9

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan mempunyai tugas

pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan erpustakaan,

pembudayaan serta evaluasi gemar membaca.

Untuk melaksanakan tugas Pembinaan dan Pengembangan

Perpustakaan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan meliputi
pengembangan semua jenis perpustakaan, implentasi Norma,
standar, prosedur, dan knteria (NSPK), pendataan perpustakaan,
koordinas: pengembangan perpustakaan, dan permasyarakatan/
sosialisasi, serta evaluasi pengembangan perpustakaan;

b pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga Perpustakaan
meliputi pendataan tenaga perpustakaan, bimbingan tekhnis,
peningkatan kemampuan teknis kepustakawanan, penilaian angka
kredit pustakawan, koordinasi pengembangan pustakawan dan
tenaga teknis perpustakaan, pemasyarakatan/sosialisasi, serta
evaluasi pembinaan tenaga teknis perpustakaan;

c. pelaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca
meliputi pengkajian, dan pelaksanaan pembudayaan kegemaan
membaca; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 10
Pada Dinas dapat dibentuk UPTD tertentu untuk melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang vang
menjadi kewenangan.
UFTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan, bagian dari
Perangkat daerah vang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis,
susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.
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BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas bersifat teknis sesuai
keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Jumlah dan jenis jabatan [ungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2] ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertangeung jawab
secara langsung kepada pejabat tinggl madya, pejabat pimpinan tinggi
pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas vang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
Penentuan berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaiken dengan struktur
Organisasi.
Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sub Koordinator Jabatan
Fungsional vang ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas
usulan pejabatl yang berwenang,
Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3] melaksanakan
tugas penyvusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian,
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok
substansi pada masing-masing pengelompokan fungsi jabatan
administrator
Sub Keordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
a. sub koordinator substansi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
b. sub koordinator substansi keuangan dan perlengkapan;
¢. sub koordinator substansi pembinaan lembaga pendidikan,

perusahaan swasta, BUMD, perusahaan, ormas/parpol dan

masyarakat;
d. sub koordinator substansi pengawasan kearsipan;
e. sub koordinator substansi pembinaan perangkat daerah;

sub koordinator substansi pengelolaan arsip dinamis;



(1)

(2)
(3)

(4)

(<)

(6)

"

g. sub koordinator substansi layanan, sistemn informasi kearsipan dan
pemanfaatan arsip;

h. sub koordinator substansi akuisisi, pengelolaan dan preservasi arsip;

i. Sub koordinator substansi pengembangan koleksi dan pengolahan
bahan pustaka;

j. sub koordinator substansi layvanan, otomasi dan kerjasama
perpustakaan;

k. sub koordinator substansi pelestarian bahan perpustakaan;

1. sub koordinator substansi pembinaan dan pengembangan tenaga
perpustakaan;

m. sub koordinator substansi pengembangan pembudavaan kegemaran
membaca; dan

n. sub koordinator substansi pembinaan dan pengembangan
perpustakaan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 13
Dalam melaksanakan tugasnya, sciiap unsur organisasi wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasidan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan pemenntah daerah serta dengan instansi lain di luar
pemeriniah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
Setiap unsur organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah vang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Setiap unsur organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingan serta peturjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Setiap unsur organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk vang
diberikan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta
menylapkan dan menyampaikan laporan baik insidentil maupun
berkala pada waktunva.
Setiap laporan vang diterima oleh setiap unsur organisasi wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan,
Setiap laporan yang disampaikan kepadaatasan, tembusgan laporan



wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnya yang
secara fungsional mempunvai hubungan kerja.

(7] Dalam melaksanakan lugas, setiap unsur organisasi wajib mengadakan
rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk kepada
bawahan masing-masing.

BAE VIII
EETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat vang ada tetap
melaksanakan tugasnya sampal dengan ditetapkan pejabat vang baru
berdasarkan Peraturan Walikota ini.



BAB [X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15.
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota
Kupang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2018 Nomor 348 ) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16
Peraturan Walikota ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 Desember 2021
ALIKOFA KUPANG,

[JEFIRSTBON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 31 Desember 2021

ARIS DAERAH KOTA KUPXNG,

ENSY IESTLE‘E' FUNAY
BERTTA DhE AH KOTA KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 570
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